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Mangrove Ku Sayang, Mangrove Ku Malang: Studi Tentag
Pelestarian Mangrove dan Kehidupan Masyarakat PetanGaram di
Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggardimur

Wilson Therik

l. PENDAHULUAN

Krisis yang berkepanjangan tengah melanda negara kita. aAgomian yang tidak
menjaga keseimbangan lingkungan terjadi dan meningkat dalam betsrapaerakhir
ini. Alasan tersebut diperparah dengan ketidakkonsistennya pernetaitan mengatasi
permasalahan lingkungan. Akibat dari ketidakacuhan tersebut baudiiegsakan akhir-
akhir ini, ketika banyak terjadi abrasi (pengikisan pantai) dan rbaajndang yang

melanda berbagai daerah di negara ini

Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis Indonesigasefbitayah kepulauan
adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai segadjl.000 Krm Wilayah
pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena upskan wilayah
interaksi/peralihanifterfacg antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ci
yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa linghaimgega.
Kekayaan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut menimbulkaa thyk bagi
berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung atau untuk meregulas
pemanfaatannya karena secara sektoral memberikan sumbangan egangdalam
kegiatan ekonomi misalnya pertambangan, perikanan, kehutanan, industiggta dan
lain-lain. Wilayah pesisir merupakan ekosistem transisi ydipgngaruhi daratan dan
lautan, yang mencakup beberapa ekosistem, salah satunya adalaterekdaitan

mangrove.

Usaha penghijauan atau reboisasi hutan mangrove di beberapa dagrah, fadau
Jawa, Sumatera, Sulawesi, maupun Papua telah berulangkali dilakukabagRin,
1995; Sumarhani, 1995; Fauziah, 1999). Upaya ini biasanya berupa proydieyasag
dari Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanapumadari
Pemerintah daerah setempat. Namun hasil yang dipeorleh telakf sesuai dengan
biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal dalaksapelannya

tersedia biaya cukup besar, tersedia tenaga ahli, tersedigdmigitcukup, pengawasan



cukup memadai, dan berbagai fasilitas penunjang yang lainnyagi&eldzesar garis
pantai perairan Indonesia merupakan dataran rendah dan tertutupi husataogiutan
mangrove, kadang-kadang terbentuk pantai yang berbatasan dengapegzsin atua
karang lunak dan terletak di belakang pinggiran terumbu karan@rtexui dekat muara
sungai (Saparinto, 2007).

Kawasan hutan mangrove di pesisir pantai Kelurahan Oesapa Ratat,Kupang
termasuk dalam gelombang pasang jenis pasang surut ganda carypaitmagelombang
pasang yang dapat terjadi dua kali dalam sehari. Kehidupan masdypedfini garam
(masyarakat pesisir) di Kelurahan Oesapa Barat sangatgrbeda dengan kehidupan
masyarakat pesisir di sebagian daratan Jawa dalam kaitdengan rehabilitasi hutan
mangrove. Di mana pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove yangemgadi dilakukan
atas perintah dari atas. Sudah menjadi suatu kebiasaan dalanpreyak apapun yang
namanya komando atau rencana itu senantiasa datangnya dasedtasgkan bawahan
termasuk masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan proyek bekgdar
melaksanakan perintah atau dengan istilah popopedown approact{pendekatan dari
atas ke bawah) Sedangkan rehabilitasi hutan mangrove di KeluralsapaOBarat
dilakukan oleh masyarakat petani garam secara swadaya tanga pdéamatian ataupun
bantuan dari pemerintah, pola rehabilitasi ini lebih dikenal densiahibottom-up

approach(pendekatan dari bawah ke atas).

Pertanyaan selanjutnya yang bisa diajukan adatsgjauhmana keterlibatan
penyelenggara negara (pemerintah) dalam pelestarian hutan mangrovedi
Kelurahan Oesapa Barat.Pertanyaan ini lebih lanjut telah penulis kembangkan dalam

suatu kerangka pikir sebagaimana yang penulis uraikan pada halaman 8.
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Gambar 1. Foto Satelit Hutan Mangrove, Tambak Garam dan Pemukiman Matsyaraka
Petani Garam di Kelurahan Oesapa Barat — Kota Kupang. Sugologiteearth

Tulisan ini hanya terfokus pada pola pelestarian hutan mangrove olghrekad petani
garam di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota KupapmsPNusa
Tenggara Timur dengan tujuan untuk memberikan masukkan dalam pelebtaaan
mangrove sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah saat ini khususstga di K
Kupang.

I. MANGROVE: TINJAUAN PUSTAKA

Mangrove berasal dari kata mangal yang menunjukkan komunitas suatu tambuha
(Odum, 1983). Di Suriname, kata mangro pada mulanya merupakan kata yangm
dipakai untuk jenisRhizophora mangleKarsten (1980 dalam Chapman, 1976). Di
Portugal, kata mangue digunakan untuk menunjukkan suatu individu pohon dan kata
mangal untuk komunitas pohon tersebut. Di Perancis, pedanan yang digunakan untuk
Mangrove adalah kata menglier. MacNae (1968) menggunakan kata mangtake
individu tumbuhan dan mangal untuk komunitasnya. Di lain pihak, Tomlinson (1986
dalam Wightman 1989) menggunakan kata mangrove baik untuk tumbuhan maupun
komunitasnya, dan Davis (1940 dalam Walsh 1974) menyebutkan bahwa kat@vea



merupakan istilah uum untuk pohon yang hidup di daerah yang berlumpur, basah dan
terletak di perairan pasang surut daerah tropis. Meskipun terdpediedaan dalam
penggunakan kata, Mepham (1985 dalam Wightman 1989) menyatakan batava pa
umumnya tidak perlu dikacaukan dalam penggunaan kontekstual dari kata-kata tersebut.

Beberapa ahli mengemukakan definisi hutan mangrove, seperti rfgena dan
Indrawan (1982) menyatakan bahwa hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di
daerah pantai, biasanya terdapat didaerah teluk dan di muara gamgalicirikan oleh:

(2) tidak terpengaruh iklim; (2) dipengaruhi pasang suruta{@h tergenang air laut; (4)
tanah rendah pantai; (5) hutan tidak mempunyai struktur tajuk; (6}jgmsspohonnya
biasanya terdiri atas api-apA\ficeniasp), pedadaSonneratiy, bakau Rhizoporasp),
lacang Bruguierasp), nyirih Kylocarpussp), nipah Nypasp) dan lain-lain. Kusmana
(2002) mengemukakan bahwa mangrove adalah suatu komunitas tumbuhamatiau s
individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas tersebut di daerah masahg
Hutan mangrove adalah tipe hutan yang secara alami dipengarulpasang surut air
laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari gepadgasaat pasang rendah.
Ekosistem mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas lirggkimgfik dan abiotik

yang saling berinteraksi di dalam suatu habitat mangrove.

Menurut Nybakken (1982) hutan bakau atau mangal adalah sebutan umum yang
digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi
oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunya
kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin “Bakau” adalah tumbuhan daratan

berbunga yang mengisi kembali pinggian laut.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daua aldmyédaga
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yangrggo de
yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan arti kata mangtalad aegetasi hutan

yang tumbuh di antara garis pasang surut, tetapi juga dapat tumbuh ptd&aang,

pada daratan koral mati yang di atasnya ditumbuhi selapispgss atau ditimbuni

lumpur atau pantai berlumpur (Saparinto, 2007).



Selanjutnya Saparinto (2007) mengungkapkan hutan mangrove mempunyai 3 fungs
utama bagi kelestarian sumber daya yakni fungsi fisik, fubgsiogi dan fungsi
ekonomi. Menurut Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan PerhuBosaal (RLPS)
Tahun 1999 luas potensial hutan mangrove Indonesia adalah 8,6 juta ha gangtssr

3,8 juta ha terdapat di kawasan hutan dan 4,8 juta ha terdapat &aWwasan hutan.
Sementara itu berdasarkan kondisinya diperkirakan bahwa 1,7 juta (44,73%) huta
mangrove di dalam kawasan hutan dan 4,2 juta ha (87,50%) hutan mangrove di luar
kawasan hutan dalam keadaan rusak. Menurunnya ekosistem mangrove di wilasyah pesi
dapat dilihat dari luas hutan mangrove Indonesia yang diperkirakanua2baj saat ini

hanya tinggal 2,5 juta ha.

Sumber daya ekosistem mangrove termasuk dalam sumber dayahwitegisir,
merupakan sumber daya yang bersifat alami dan dapat terbéleaewable resourcés
yang harus dijaga keutuhan fungsi dan kelestariannya, supaya uoegoainjang
pembangunan dan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan pengedsigan y
lestari. Mangrove menghendaki lingkungan tempat tumbuh yang agakmekstitu
membutuhkan air asin (salinitas air), berlumpur dan selalu tergeyaitu di daerah
yang berbeda dalam jangkauan pasang surut seperti di daeeal{ldetn, 2007). Selain
itu, sumber daya mangrove juga mempunyai beberapa peran baik fsgkataiologi
maupun kimia yang sangat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan
berfungsi sebagai penyangga keseimbangan ekosistem di wilaysin giesitaranya: 1)
sebagai pelindung dan penahan pantai; 2) sebagai penghasil bahak; @&gaebagai
habitat fauna mangrove; dan 4) sebagai kawasan pariwisatadservasi. Pemanfaatan
hutan mangrove secara rasional bagi pertanian, pertambakan atau kepelainga

hendaknya mencakup unsur-unsur selektif, preservasi, konservasi dan efisiensi.

Selain ekosistem mangrove di wilayah pesisir terdapat jugaséiwsiain, baik yang
bersifat alami fatural) maupun butananm@anmadg Ekosistem alami yaitu terumbu
karang(coral reef3, padang lamunsga grass bgd pantai pasirgandy beach pantai
berbatu focky beach formasi pescaprae, formasi barringtonia, estuaria, laguna dan
delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain tambak, sawah pasangeskebunan,

kawasan pariwisata, industri dan pemukiman, (Saparinto, 2007).



Selanjutnya Suryanto (2007) mengungkapkan beberapa keutamaan hutan enbatgrov

dari aspek ekonomi maupun aspek lingkungan, yaitu:

1.

Penghasil Kayu.Hutan mangrove dengan komposisi berbagai jenis pohon dapat

menghasilkan kayu untuk pertukangan dan industri lainnya.

Tempat pemijahan berbagai jenis ikan.Dengan adanya hutan mangrove di tepi
pantai, ikan kecil, kepiting dan udang sangat menyukainya untuk berlindung
karena gelombang di bawah tegakan hutan mangrove relatif tenareyall@an

biota tersebut juga didukung banyaknya plankton.

Menjaga kelestarian terumbu karang. Terumbu karang sangat berguna untuk
tempat berlindung beranekaragam binatang air serta memungkinkan

dikembangkan untuk tempat wisata alam.

Mencegah abrasi dan erosi pantai. Keutuhan pantai dapat terjaga dan

menghindari penurunan luasan pantai secara drastis.

Sebagai perisai hidup.Apabila terjadi bencana gelombang tsunami, sehingga
sekalipun tertimpa musibah, namun dampak yang ditimbulkannya tidak akan
separah seperti yang terjadi di Aceh. Menurut informasi 50% kakggmpasan

gelombang dapat diredam oleh hutan mangrove

Gambar 2. Hutan Mangrove Sebagai Pelindung Pantai Dari Ancaman Abrasi

Fota Wilson Therik, 2007



Kehadiran ekosistem mangrove di wilayah pesisir sangat besenfaatnya bagi
ekosistem lain yang berada didekatnya seperti padang laseagrésy rumput laut
(seaweeds dan terumbu karangdral ree). Sebagai contoh, limbah padat maupun cair
serta sedimen yang berasal dari muara sungai dan terbawairaiah sungai terlebih
dahulu disaring di kawasan mangrove oleh akar-akarnya yang b&rfgebagai

perangkap sebelum masuk ke laut di mana terdapat ekosistem-ekosistem tadi.

Selain hutan mangrove dan eksostemnya, para petani garam yaaiguikan dalam
makalah ini keluarga atau individu yang bekerja sebagai petambakn,gpemasak
garam, dan penjual garam, baik garam yodium maupun garam dapur (non yalium),
antaranya ada yang juga bekerja sambilan sebagai nelaydisiottal (nelayan

perseorangan), sekedar mencari ikan untuk kebutuhan makan sehari-hari.

Tabel 1. Distribusi Hutan Mangrove & Tingkat Kerusakannya di NTT Tahun 2000
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Keterangan: * Sebelum Pemekaran
R= Rendah, S= Sedang, B= Berat
Sumber: Jurnal Litbangda NTT Flobamora Nomor: 2urae®2, April-Juli 2006.



II. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir ini dikembangkan dari pertanyaasejaunmana keterlibatan
penyelenggara negara (pemerintah) dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan
Oesapa Baratpertanyaan ini didasarkan pada pengalaman pribadi penulis yakg sej
lahir hingga saat ini menetap di Kelurahan Oesapa Baraselalu berinteraksi dengan

masyarakat petani garam yang juga pelestari kawasan hutan mangrove.

MASYARAKAT
PETANI GARAM

l \ 4

MENJAGA HUTAN USA'&';FTQQ'\I\:BAK
MANGROVE
MENCEGAH +——— | PRODUKSI DAN | KONSUMSI
ABRASI PANTAI PENJUALAN "| KELUARGA
I PERAN < RETRIBUSI U
:_ PEMERINTAH ? | |
—————————— PENDAPATAN [ SAVING/MODAL

V. SELAYANG PANDANG KELURAHAN OESAPA BARAT

Dalam penelitian ini, tidak banyak yang bisa diketahui tentangrlehn Oesapa Barat,
khususnya RT 002/RW 001. Hal ini disebabkan keterbatasan administrasihkelur
mengingat Kelurahan Oesapa Barat merupakan kelurahan baru haskapan.
Sebagian besar uraian ini didasarkan pada wawancara dengan LuratetdanRA
002/RW 001, juga data-data lain yang diperoleh dari luar kelurahan.akalutOesapa
Barat merupakan kelurahan yang baru terbentuk pada Tahun 200&geidepinduknya
Kelurahan Oesapa. Dengan luas wilayah 21,27 emgan jumlah penduduk %152



jiwa yang terbagi dalam 18 wilayah Rukun Tetangga (RT) dana®ah Rukun Warga
(RW).

Masyarakat Kelurahan Oesapa Barat pada umumnya menggantimdlgardari sektor
pertanian, khususnya “Iris Tuak”, di samping bidang pekerjaan lairsgerti
pemerintahan, militer, pendidikan, jasa dan perdagangan, perikanatagieeran), dan
kegiatan memasak garam/tambak garam secara tradisionalju8sla profil Kelurahan

Oesapa Barat dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Profil Kelurahan Oesapa Barat Tahun 2007
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*) Termasuk yang tidak sekolah/tidak tamat SD/mélekuf. Sumber data: Diolah dari data primer, 2007
Dari data yang ada pada Tabel 2, terlihat bahwa Kelurahan O@&sapa dengan
topografi datar (tanah berbatu karang) dan merupakan daerah perlgatgpantai ini,

memiliki jumlah penduduk_+1.152 jiwa. Sumber penghasilan utama masyarakat
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Kelurahan Oesapa Barat adalah bettamiéngan pola pertanian yang subsisten, artinya

lebih diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari.

Dari segi pendidikan, terlihat bahwa persentase penduduk belum seHalati#tmat
SD/buta huruf sebanyak 13%, persentase penduduk yang lulus SD sebanyak 20%,
persentase penduduk yang lulus SLTP sebanyak 29%, persentase pendudukugang
SLTA sebanyak 37%, persentase penduduk yang lulus dan persentase perohgduk y
lulus Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 1%. Data ini menunjukkan bahwiugehi
masyarakat Kelurahan Oesapa Barat dari segi pendidikan masitlah sekalipun

ditunjang dengan jumlah sarana pendidikan yang cukup.

Dalam bidang kesehatan, terlihat bahwa sarana kesehatadudahé® Oesapa Barat
masih sangat minim, hanya ada 1 klinik. Untuk bidang keagamaan, hdayh uah
gereja untuk umat Protestan. Hal ini dapat dipahami karena mayondsyarakat
kelurahan Oesapa Barat adalah pemeluk agama Kristen Protestdoukan berarti
bahwa hubungan antar agama tidak baik, tetapi justru sebaliknya. &der@mat Islam
yang pada umumnya adalah pedagang migran telah membuka wawasgarakat
Oesapa Barat untuk menghargai perbedaan yang ada. Dari 54 KKaglandi RT
002/RW 001, 23 KK (42%) merupakan keluarga petani garam/nelayarsidreadi

Selanjutnya penulis uraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Profil Kepala Keluarga RT 002/RW 001 Kelurahan Oesapa Barat 2007
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Sumber data: Ketua RT 002/RW 001 Kelurahan OesapatB007

! Bertani dalam makalah ini diartikan secara ludeiyaertani sebagai petani subsisten, petambakmgara
dan nelayan tradisional. Ada beberapa penulis mérakan istilah Nelayan Petani atau Petani Nelayan.
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V. MANGROVE DAN TAMBAK GARAM: KEHIDUPAN SEHARI-HARI
MASYARAKAT PETANI GARAM DI KELURAHAN OESAPA BARAT

Kondisi sosial ekonomi masyarakat petani garam (23 KK) di RT 002BIAKelurahan
Oesapa Barat relatif rendah umumnya didukung pula dengan tingkatdigandi
masyarakat petani garam yang rendah sekalipun sarana pendiditigieysedia cukup
memadai (lihat Tabel 2). Sedangkan dari hasil penjualan gazebadai satu-satunya
sumber pendapatan keluarga) sebagaimana penulis uraikan pada dapat diketahui
bahwa rata-rata pendapatan keluarga petani garam berkisar Rp2s#00-Rp50.000
per hari.

Tabel 4. Hasil Penjualan Garam Oleh KK Petani/Penjual Garam di RT 002/RW 001
Kelurahan Oesapa Barat Tahun 2007

) I( & %

& )] ((

Sumber data: Diolah dari data primer, 2007

Keberadaan tambak garam ini sangat bergantung pada kekuatan nhamgnove
menahan hantaman gelombang (sekaligus mencegah abrasi pantai) katena
mangrove dan tambak garam berada dalam satu kawasan di pinggir(pesdpa Barat
(lihat Gambar 2). Pada Tahun 1952 tambak garam ini hancur di hantambgetpm
pasang yang sangat kuat, sebagaimana dituturkan J.A.D. Maakh, tokydrakat di RT
002/RW 001 Kelurahan Oesapa Barat pada penulis:

Pelestarian hutan mangrove sudah dilakukan oleh masyarakat &l @Wesapa

Barat secara turun temurun sejak Tahun 1952 di mana pada saatjatli t
gelombang pasang yang menghantam dan merusak seluruh tambak/gagam

ada dan saat itu seluruh petani garam harus memulai kenabaliasusaha
tambak garamnya dari nol. Kejadian ini membuat masyarakaipgaram sadar
bahwa merusak pohon bakau adalah ancaman buat kehidupan mereka di masa
yang akan datang. Maka di gelarlah acara “Sumpah Adat” yangitifaleh
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tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah dengan memotong sapi dan
darah sapi disebar ke seluruh kawasan mangrove, acara sumpalmiadat
dilakukan agar masyarakat sekitar pantai tidak lagi mknpshon bakau, sebab
salah satu isi dari sumpah adat adalah barang siapa yang meohsakbakau
diyakini akan mendapat kutukan dari para leluhur. Ini-lah titik gveddstarian

hutan mangrove di mulai.

Seiring dan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuaekiatogi, kekuatan
Sumpah Adat 1952 mulai memudar, hal ini dibuktikan dengan adanya sekelompok
masyarakat petani garam yang mulai memanfaatkan keuntunggolden bakau secara
ilegal dengan cara menebang secara sembarangan dan mendakaibagaimana yang
dituturkan Lorens Dalle, Ketua RT 002/RW 001 Kelurahan Oesapa’Barat

Gambar 3. Salah Satu Lokasi Penanaman Anakan Mangrove
Foto: Wilson Therik, 2007

Kondisi ini membuat pihak RT mengumpulkan seluruh masyarakat petasir
membentuk kelompok kerja bersama dengan kegiatan utama melakukan
persemaian/budidaya anakan mangrove, anakan sentigi dan sekaligus melakuka
penanaman kembali anakan mangrove. Pelaksanaan pelestarian hutan n{aalyrase
3 ha) yang telah terjadi ini dilakukan tanpa ada perintah dari(@¢aserintah) dengan
kata lain adalah kegiatan murni swadaya masyarakat, sebab sudgddinsiatu
kebiasaan dalam program pemerintah (baca: proyek) apapun yangyaakwenando

atau rencana itu senantiasa datangnya dari atas; sedangkaarmésvmasuk masyarakat

2 Wawancara tanggal 10 Oktober 2007 dan 13 Oktob@T 2
¥ Wawancara tanggal 15 Oktober 2007
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sebagai ujung tombak pelaksana proyek hanya sekedar melaksgeakdah atau

dengan istilah populer dengan pendekabgrdown
Selanjutnya Jimmy Nafie, Warga RT 002/RW 001 menuturkan pada penulis:

Katong di sini hanya hidup dari usaha tambak garam, kalaupun ada yang jad
nelayan itu hanya sekedar isi waktu atau melepas lelahiggekahri ikan buat

istri denganakdongmakan di rumah. Tapi itau, pemerintatdong sornpernah

toe deng katongli sini. Dong hanya bisa datangi pasarko tagih pajak dari
katong punghasil penjualan garaniKalo ini hutan bakau adbaonarna dong
mulai kasih salaBang katongitu su katong pungemerintah model sekarafhg.

Sebagaimana dituturkan Jimmy Nafie, pelestarian hutan mangroveljakgkan secara
swadaya oleh masyarakat petani garam di Oesapa Barat headakmgapat respon
positif dari pemerintah dalam rangka program rehabilitasinhe@ngrove melalui Dinas
Kehutanan dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ataudahuinizEinas
Kelautan dan Perikanan (DKP).

Seyogyanya upaya rehabilitasi atas biaya pemerintah tersebutanya dipercayakan
kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluzbiagiédn dan

pemanfaatannya secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakahuikan mangrove

begitu tinggi dan karena itu dalam pelaksanaannya mudah dikontropeieérintah

dalam hal penggunaan dana rehabilitasi. Dengan demikian semua phadgktasi atau

reboisasi hutan mangrove yang dimulai dari proses penanaman, fa@a@enyulaman

tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dana dari pemerintah.

* Wawancara tanggal 12 Oktober 2007
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Gambar 4. Soleman (Petani Garam) dan Hutan Mangrove
Foto: Wilson Therik, 2007

VI. MODEL PENDEKATAN: Top Down ApproachversusBottom-Up Approach

Pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove yang telah terjadan dedberapa dekade ini
dilakukan atas perintah dari atas. Sudah menjadi suatu kebiasaan sualtu proyek
apapun yang namanya komando atau rencana itu senantiasa datangngdas]
sedangkan bawahan termasuk masyarakat sebagai ujung tombaknzelaks/ek hanya
sekedar melaksanakan perintah atau dengan isitilah populer dengan tsntgka
down (Lihat Gambar 5).
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Gambar 5 Top-Down ApproachTidak ada peran aktif dari masyaraRat)

Pelaksanaan proyek semacam ini (Gambar 5) tentu saja kuramigendayakan potensi
masyarakat pesisir (petani garam). Padahal idealnya ra&aydersebutlah yang harus
berperan aktif dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove tersebahgsath pemerintah
hanyalah sebagai penyedia dana, pengontrol dan fasilitator belegjatan yang
terkait. Akibatnya setelah selesai proyek tersebut, yaitudzaet telah habis tentu saja
pelaksana proyek tersebut juga merasa sudah habis pula tanggimyawDi sisi lain
masyarakat tidak merasa ikut memiliki (tidak tumbsénse of belonginghutan

mangrove yang telah direhabilitasi oleh pemerintah.

Begitu pula seandainya hutan mangrove tersebut telah menjadi inedar masyarakat
merasa sudah tidak ada lagi yang mengawasinya, sehingg&anmengambil atau
memotong mangrove hasil rehabilitasi tersebut secara leluasyahkat beranggapan

® Diadaptasi dari Sudarmadiji, 2001
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bahwa hutan mangrove tersebut adalah milik pemerintah dan bukan mildkaner
sehingga jika masyarakat membutuhkan mereka tinggal mengambil dewgasi oleh
pemerintah atau pelaksana proyek. Begitulah pengertian yapgdddenak masyarakat
petani garam yang dekat dengan hutan mangrove yang telah mereka rehabilitas

Semestinya upaya rehabilitasi atas biaya pemerintahbtérsemuanya dipercayakan
kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluafiagdédn dan
pemanfaatannya secara berkelanjutaBottbm-Up Approach Dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut dapat saja melibatkan Lembaga Swadaya MagydtSM) bersama
perangkat kelurahan, pemimpin umat dan lain-lain. Masyarakat pgtaam dan
masyarakat pesisir secara keseluruhan perlu mendapat penpahiea hutan mangrove
yang akan mereka rehabilitasi akan menjadi milik masyarakaudak masyarakat,
khususnya yang berada di daerah pesisir. Dengan demikian semusarphadditasi atau
reboisasi hutan mangrove yang dimulai dari proses penanaman, ja@a@enyulaman
tersebut dilakukan oleh masyarakat. Melalui mekanisme sepertmasyarakat tidak
merasa dianggap sebagai “kuli”, melainkan ikut memiliki hutan mangtersebut,
karena mereka merasa ikut merencanakan penanaman dan lain-lsyaydkat merasa
mempunyai andil dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove tersebutggehsatu

mereka berubah dari “kuli” menjadi “juragan.”

Dengan pola pendekatéottom-up(lihat Gambar 6) yang melibatkan pemerintah secara
aktif, maka tugas pemerintah hanya memberikan pengetahuan smcama dalam
pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan. Sebab tanpa yaabajelas
nantinya akan terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan dalaykgaranjang. Dari
sini nampak bahwa pendekathottom-uprelatif lebih baik jika dibandingkan dengan
pendekatamop-down(lihat Gambar 5) dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan mandrove
era pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Dengan lestariayanmarigrove, ikan dan
udang mendapat tempat perlindungan yang aman, tambak garam mendequaingan

dari ancaman hantaman gelombang dan pendapat keluarga petani garam meningka
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Gambar 6. Bottom-Up Approach{Ada Peran Aktif Pemerintah dan Masyarakat)

Hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem wilayah psislautan yang memiliki
manfaat ganda (ekologi dan ekonomi) dan sangat potensial bagi kesejahter
masyarakat yang sudah kritis ketersediaannya, sehingga pemjadmperhatian kita
bersama untuk tetap menjaga kelestariannya, untuk generasingekiam yang akan
datang.

Vil.  PENUTUP: KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi atau reboisasi hatagrove di era otonomi
daerah dewasa ini, hendaknya pemerintah lebih banyak melibatkan ruasyarakat.
Bottom-up approactperlu digalakkan dan didukung dengan segala daya dan upaya

mengingat dewasa ini masyarakat adalah ujung tombak dalsztu skegiatan

® Diadaptasi dari Sudarmadii, 2001
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pembangunan kelurahan/desa. Masyarakat jangan dianggap sebagaievblgakgunan,
melainkan sebagai subyek pembangunan. Apalagi dalam alammmasfo dan
demokratisasi di era otonomi daerah ini masyarakat telah sadatbeatani untuk
menuntut hak-haknya, karena masyarakat tahu bahwa seharusnya sebsda subyek
pelaksana pembangunan mereka pula-lah yang akan menikmati hasilngendra

tersebut khususnya dalam bidang proteksi abrasi air laut, perikanan dan tambak garam
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IX.  LAMPIRAN
a. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara mendatdepth intervieyw
dengan informan kunci yakni para petani garam, tokoh masyarakat danpspaeaintah
di kelurahan Oesapa Barat serta observasi lapangan disampirgandaikan data

sekunder dari instansi pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah.

Untuk analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang berturut-timulai dari
recording data, indexing datdan evaluating interview data(Moleong, 2006). Alat
bantu dalam penelitian adalédg book, tape recordedtancamera digital Penelitian ini
dilaksanakan pada tanggal 7-23 Oktober 2007. Lokasi penelitian adalah hutaovwaangr
di kawasan pesisir pantai di Kelurahan Oesapa Barat, KecamatapakLima, Kota
Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini hbey@ngsung selama 16
hari; 2) Minimnya data tentang Kelurahan Oesapa Barat, ngatgkelurahan Oesapa
Barat adalah kelurahan yang baru di bentuk pada Tahun 2006; dan 3)idremalit
berlangsung dalam suasana liburan idul fitri/cuti bersamangga penulis kesulitan
menemui beberapa pejabat pemerintah yang punya kaitan dengan poKibiapemauk

kebutuhan wawancara maupun pengumpulan data sekunder.
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